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MOTTO 

 

 

“… niscaya Allah akan mengangat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap 

apa yang kamu kerjakan.” 

(Qs. Al-Mujadalah: 11) 
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Kusdian Dwi Prasasti 

 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan pengalian Pajak Bumi dan 

Banunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah Kabupaten 

Jember, faktor pendukung dan faktor penghambat pengalihan PBB-P2 dan kinerja 

Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah 

berdasarkan Value for Money yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor 

publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu: (1) ekonomi, (2) efisiensi, (3) 

efektivitas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kombinasi kuantitatif dan 

kualitatif dengan metode deskriptif. Metode analisis data pada penelitian kuantitatif 

menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test sedangkan pada penelitian kualitatif 

menggunakan wawancara dan dokumentasi secara triangulasi teknik dan member 

check. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember  telah 

melakukan persiapan pengalihan pengelolaan PBB-P2 seperti regulasi, Sumber Daya 

Manusia (SDM), sarana dan prasarana, kerjasama pihak terkait, dan sosialisasi. 

Berdasarkan Wilcoxon Sign Rank Test menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah Kabupaten Jember 

berdasarkan elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan rata-rata penerimaan 

PBB-P2 sesudah menjadi pajak daerah meningkat. 

 

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, PBB-P2 
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Kusdian Dwi Prasasti 

 

Accounting Department, Economic and Business Faculty, Jember University 

 

ABSTRACK 

 

This research aims to knowthe transfer planning of Property Taxes in Rural and 

Urban becoming local tax in Jember, enabling factors and inhibiting factors the 

transfer of Property Taxes in Rural and Urban, and the performance of the Jember 

District Revenue Service in receipt of Property Taxes in Rural and Urban before and 

after becoming the local tax based on the Value for Money which is a public sector 

organization management concept based on three main elements, namely (1) 

economic, (2) efficiency, and (3) effectiveness. This research by using mix of 

quantitative and qualitative study with descriptive method. Analysis data of 

qualitative research by used interviews and documentation with techniques 

triangulation and member check, whereas quantitative research by used Wilcoxon 

Sign Rank Test. Research results indicate that the Jember Local Government has 

made the preparation to transfer Property Taxes in Rural and Urban becoming local 

tax like a regulations, human resources, infrastructures, corporation related parties 

and socialization. While based on Wilcoxon Sign Rask Test showed that there are 

different receipt of Property Taxes in Rural and Urban before and after becoming the 

local tax based on the elements of economic, efficiency, and effectiveness with, 

average reception of Property Taxes in Rural and Urban after becoming local tax is 

increases. 

 

Keywords :Financial Performance, Property Taxes in Rural and Urban 
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RINGKASAN 

 

 

Analisis Perbandingan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebelum dan Sesudah menjadi Pajak 

Daerah Kabupaten Jember dengan Konsep Value for Money; Kusdian Dwi 

Prasasti; 120810301068; 2016; 112 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Jember. 

 

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sejak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 1 Januari 

2010 memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota untuk 

mengelola Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang 

sebelumnya dikelola pusat 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka setiap 

aktivitas instansi tersebut harus diukur. Pengukuran kinerja pemerintah daerah 

diarahkan masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber 

daya sebagaimana bidangnya, demikian pula dalam penerimaan dan pengelolaan 

PBB-P2 perlu dilakukan pengukuran kinerja Dinas Pendapatan untuk menilai 

akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009:127) analisis Value for Money merupakan 

inti pengukuran kinerja keuangan pada organisasi pemerintahan. Halim (2007:335) 

memberikan pengertian Value for Money sebagai konsep pencarian dan penggunaan 

dana pemerintah daerah yang menerapkan prinsip 3E yaitu ekonomi, efisiensi, dan 

efektivitas.  

Kabupaten Jember merupakan Kabupaten di Jawa Timur yang telah 

melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2013.Setelah melakukan 

pengalihan PBB-P2, Kabupaten Jember melalui Dinas Pendapatan melakukan semua 
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kegiatan perpajakan yang berkaitan dengan PBB-P2. Data dari Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember menunjukan target penerimaan dan realisasi pencapaian PBB-P2 

tahun 2010-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan persentase 

ketercapaian penerimaan berfluktuasi. Realisasi penerimaan PBB-P2 selama enam 

tahun terakhir belum mencapai hingga 100%. Persentase penerimaan tertinggi terjadi 

pada tahun 2013 sebesar 88.57% sedangkan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 

62.21%. Namun hal ini belum dapat menjadi pengukuran kinerja Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember dalam penerimaan PBB-P2 karena menurut Halim (2004:152) 

perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaananya 

mencerminkan tingkat efektivitas. Dengan konsep Value for Money maka penilaian 

kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai berdasarkan elemen ekonomi, 

efisiensi, dan efektivitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pengalihan 

pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Jember, apakah faktor pendukung dan penghambat 

pengalihan PBB-P2 Kabupaten Jember, apakah terdapat perbedaan kinerja Dinas 

Pendapatan Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah 

berdasarkan elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini merupakan 

penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Objek 

penelitian yaitu Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dengan sumber data antara lain 

target BOP PBB-P2, realisasi BOP PBB-P2, target penerimaan PBB-P2, realisasi 

penerimaan PBB-P2, serta wawancara dengan pihak terkait. Analisis data untuk 

penelitian kuantitatif menggunakan teknik triangulasi dan member check sedangkan 

untuk penelitaian kualitatif dengan pengolahan data SPSS versi 21. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten jember telah 

melakukan persiapan yang diawali dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 3 

tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2012 

tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Jember, namun SOP yang 
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berkaitan dengan PBB P2 masih belum disahkan. Jumlah karyawan untuk 

pengelolaan PBB-P2 berjumlah 37 karyawan dan Dinas Pendapatan Kabupaten 

Jember melakukan upaya untuk mengembangan kompetensi SDM. Untuk sarana dan 

prasarana seperti fasilitas perkantoran, perangkat lunak dan perangkat keras yang 

digunakan secara bertahap terpenuhi. Dinas Pendapatan juga melakukan kerjasama 

dan sosialisasi guna mendukung keberhasilan pengalihan pengelolaan PBB-P2. 

Faktor pendukung proses peralihan PBB-P2 di Kabupaten Jember antara lain: 

tersedianya pembiayaan dan kerjasama pihak KPP Pratama Jember dan SKPD terkait. 

Sedangkan faktor penghambat antara lain terbatasnya SDM yang berkompetensi, 

kurangnya kesadaran masyarakat dan kecurangan yang dilakukan aparat pemungut. 

Berdasarkanhasil analisis data Wilcoxon Signed Rank Test rasio ekonomi 

menunjukan nilai 0.000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah 

ditetapkan (α = 0.05), maka terdapat perbedaan tingkat ekonomi sebelum dan sesudah 

PBB-P2 menjadi pajak daerah. Tingkat ekonomi kinerja penerimaan PBB-P2 

sebelum menjadi pajak daerah sebesar 156% dan sesudah menjadi pajak daerah 

sebesar 219%, hal ini menunjukan secara ekonomi kinerja setelah pengalihan PBB-

P2 meningkat dengan kategori sangat ekonomis. Rasio efisiensi menunjukan nilai 

0.000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan (α = 0.05), 

maka terdapat perbedaan tingkat efisiensi sebelum dan sesudah PBB-P2 menjadi 

pajak daerah. Tingkat efisiensi kinerja penerimaan PBB-P2 sebelum menjadi pajak 

daerah sebesar 9% dan sesudah menjadi pajak daerah sebesar 3.3%, hal ini 

menunjukan secara efisiensi kinerja setelah pengalihan PBB-P2 meningkat dengan 

kategori sangat efisien. Rasio efektivitas menunjukan nilai 0.001 yang berarti lebih 

kecil dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan (α = 0.05), maka terdapat 

perbedaan tingkat efektivitas sebelum dan sesudah PBB-P2 menjadi pajak daerah. 

Tingkat efektivitas kinerja penerimaan PBB-P2 sebelum menjadi pajak daerah 

sebesar 64% dan sesudah menjadi pajak daerah sebesar 71%, hal ini menunjukan 

secara efektivitas kinerja setelah pengalihan PBB-P2 meningkat dengan kategori 

kurang efektif. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah secara resmi diberlakukan pada 1 Januari 2010 memberi kewenangan lebih 

besar kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola Pajak Bumi Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya dikelola pusat. PBB-P2 adalah 

pajak atas bumi dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan (Ratuela, 2015). 

Pengalihan PBB-P2 kepada daerah dilakukan untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD),  memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki 

aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya (Napitupulu dan 

Budiarso, 2015). PBB-P2yang pada awalnya merupakan pajak yang proses 

administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya 

dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu, sejak berlakunya Undang - Undang 

Nomor 28 tahun 2009 maka seluruh penerimaan dari PBB-P2 adalah hak daerah 

karena kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, 

pemungutan/penagihan dan pelayanan diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

(kabupaten/kota). 

Berdasarkan Pasal 180 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, masa 

transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak 1 Januari 2010 hingga 

31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, daerah yang telah siap dapat 

segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan 

Peraturan Daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. 

Sebaliknya, apabila hingga 31 Desember 2013 daerah belum menetapkan peraturan 

daerah tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


2 
 

pemungutan PBB-P2, dan seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak 

dibebankan kewajiban membayar PBB-P2 (Direktorat Jendral Perimbangan 

Keuangan, 2014:1). 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka setiap 

aktivitas instansi tersebut harus diukur.Pengukuran kinerja pemerintah daerah 

diarahkan masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber 

daya sebagaimana bidangnya, demikian pula dalam penerimaan dan pengelolaan 

PBB-P2 perlu dilakukan pengukuran kinerja Dinas Pendapatan untuk menilai 

akuntabilitas. Secara formal pengukuran kinerja Dinas Pendapatam Daerah yang 

disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

tidak lebih dari sebuah evaluasi mandiri yang pada akhirnya memunculkan potensi 

konflik kepentingan atas hasil evaluasi (Mustafa dan Halim, 2009). 

Menurut Mardiasmo (2009:127) analisis Value for Money merupakan inti 

pengukuran kinerja keuangan pada organisasi pemerintahan. Halim (2007:335) 

memberikan pengertian Value for Money sebagai konsep pencarian dan penggunaan 

dana pemerintah daerah yang menerapkan prinsip 3E yaitu ekonomi, efisiensi, dan 

efektivitas. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup 

pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Value for Money yaitu: ekonomis (hemat 

cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam 

penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya 

dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. 

Kabupaten Jember merupakan Kabupaten di Jawa Timur yang telah 

melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2013. Setelah melakukan 

pengalihan PBB-P2, Kabupaten Jember melalui Dinas Pendapatan melakukan semua 

kegiatan perpajakan yang berkaitan dengan PBB-P2. Berikut data dari Dinas 

Pendapatan Kabupaten Jember menunjukan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 

sebelum pengalihan tahun 2010 - 2012 dan setelah pengalihan tahun 2013 - 2015. 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember  

Tahun 2010-2015 

Tahun 
Target Penerimaan 

PBB-P2 

Realisasi Penerimaan 

PBB-P2 

Persentase 

Sebelum menjadi pajak daerah 

2010 Rp 25.257.616.275,00 Rp 15.713045.795,00 62.21% 

2011 Rp 25.644.787.641,00 Rp 16.612.707.434,00 64.78% 

2012 Rp 26.021.949.476,00 Rp 17.066.108.802,00 65.58% 

Sesudah menjadi pajak daerah 

2013 Rp 29.077.320.967,00 Rp 24.027.617.777,00 82.63% 

2014 Rp 48.790.806.346,00 Rp 35.171.193.888,00 72.09% 

2015 Rp 49.500.378.194,00 Rp 31.379.560.860,00 63.39% 

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember (data diolah). 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten 

Jember periode 2010-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada 

tahun 2016 mengalami penurunan. Sedangkan persentase ketercapaian penerimaan 

setiap tahunnya berfluktuasi. Persentase penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 

sebesar 88.57% sedangkan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 62.21%. Hal ini 

menunjukan bahwa Kabupaten Jember memiliki potensi yang baik dalam penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sari (2016) yang berjudul Analisis 

Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

Dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efisiensi, efektivitas, dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah 

sebelum dan sesudah pengalihannya dengan rentan waktu 2011-2014. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan metode analisis dengan analisis trend. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efisiensi Kabupaten Jember menunjukan 
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kriteria sangat efisien, tingkat efektivitas menunjukan kriteria kurang efektif, dan 

kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih 

sangat kecil. Berdasarkan penelitian tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) namun dengan beberapa 

perbedaan antara lain pertama penelitian ini menggunakan konsep Value for Money, 

yaitu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga 

elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas, sehingga penelitian ini 

menambahkan satu variabel dari penelitian sebelumnya yaitu ekonomi. Kedua rentan 

waktu penelitian ini tahun 2010 – 2015 sehingga memperluas penelitian sebelumnya, 

dan ketiga penelitan ini menggunakan mix methodyaitu penggabungan antara metode 

kuantitatif dan kualitatif sehingga penelitian ini selain memahami tentang realita 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

Kabupaten Jember juga melakukan pengujian teori melalui pengukuran variabel 

dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Sebelum dan Sesudah 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak 

Daerah Kabupaten Jember dengan Konsep Value for Money”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diidentifikasi beberapa masalah 

antara lain: 

1. Adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) menjadi pajak daerah Kabupaten Jember. 

2. Pentingnya mengukur perbandingan kinerja sebagai alat evaluasi kinerja 

pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat dibahas dengan tuntas serta terfokus, maka diperlukan 

pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini berfokus pada kesiapan pengalihan, faktor pendukung dan 

penghambat pengelolaan PBB-P2 Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. 

2. Penelitian ini menitikberatkan pada pengukuran perbedaan kinerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Pendapatan dalam 

pemungutan PBB-P2 sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah berdasarkan 

konsep Value for Money. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian, diantaranya: 

1. Bagaimana kesiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah Kabupaten Jember? 

2. Apakah faktor pendukung dan penghambatpengalihan pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember? 

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah berdasarkan elemen 

ekonomi? 

4. Apakah terdapat perbedaan kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah berdasarkan elemen 

efisiensi? 

5. Apakah terdapat perbedaan kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah berdasarkan elemen 

efektivitas? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka dapat tujuan 

penelitian ini, diantaranya: 

1. Untuk mengetahui kesiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember menjadi pajak 

daerah. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengalihan 

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

Kabupaten Jember. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah 

berdasarkan elemen ekonomi. 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah 

berdasarkan elemen efisiensi. 

5. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah 

berdasarkan elemen efektivitas. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis 

sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan 

pengukuran kinerja dengan analisis Value for Money. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember 

Diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai motivasi 

untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah sehingga bekerja secara 

ekonomis, efektif, dan efisien. 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan sebagai penambahan pengetahuan tentang kinerja 

Pemerintah Daerah dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2). 

c. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dapat memperdalam ilmu dalam bidang sektor publik, 

sebagai referensi melakukan penelitian sejenis, dan kritis terhadap kinerja 

pemerintahan. 

d. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat sebagai wadah untuk menerapkan ilmu yang 

dipelajari terutama dibidang sektor publik. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitian ini perlu dihimpun hasil-hasil penelitian 

terdahulu agar dapat mengarahkan penulis pada pokok permasalahan yang tepat 

sehingga sesuai dengan tujuan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

Sari (2016) yang berjudul Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi 

Pajak Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan 

kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah pengalihannya 

dengan rentan waktu 2011-2014.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

deskriptif dan metode analisis dengan analisis trend. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa tingkat efisiensi Kabupaten Jember menunjukan kriteria sangat efisien, tingkat 

efektivitas menunjukan kriteria kurang efektif, dan kontribusi penerimaan PBB-P2 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil. 

Bolowantu (2015) yang berjudul Analisis Perbandingan Penerimaan Sebelum 

dan Sesudah Desentralisasi PBB menjadi PBB-P2 pada Pemerintah Kota Gorontalo. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah desentralisasi 

PBB menjadi PBB-P2 pada Pemerintah Kota Gorontalo. Populasi dalam penelitian 

ini adalah laporan realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Gorontalo. Sampel yang 

digunakan adalah laporan realisasi PBB-P2 selama periode 2009-2014. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi. Metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis t paired test atau uji statistik perbedaan 

antara periode sebelum dan sesudah desentralisasi. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah 

desentralisasi untuk nilai nominal. 
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Hermansyah (2015) yang berjudul Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dispenda Kota Makasar. Penelitian ini 

bertujuan memberikan gambaran tentang efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, 

yaitu melakukan wawancara kepada responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota 

Makassar sudah cukup baik atau efektif. Namun hendaklah kefektivan pemungutan 

tersebut dapat ditingkatkan agar tujuan dari organisasi yaitu meningkatkan 

penerimaan pajak dapat terpenuhi. Sementara untuk mengukur efektivitas 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan melihat tingkat kepatuhan wajib 

pajak yang diukur melalui aspek yuridis yang terdiri dari pendaftaran WP, pelaporan 

SPT, penghitungan pajak dan pembayaran pajak. 

Putra dan Wirawati (2015) yang berjudul Pernilaian Kinerja Berbasis Value 

for Money atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan. Penelitian 

ini bertujuan mengetahui bagaimana kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan 

atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2013 berdasarkan variabel 

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan jika dilihat dari kriteria 

ekonomi tahun anggaran 2010 sampai tahun 2013 mengalami kenaikan setiap 

tahunnya, dan dikategorikan sangat ekonomis karena tingkat rasio ekonominya 

berada di atas 100%. Ditinjau dari sudut efisiensi untuk Pendapatan Asli Daerah 

tahun anggaran 2010 sampai tahun 2013 dikategorikan sangat efisien karena rasio 

efisiensinya kurang dari 60%. Ditinjau dari sudut efektivitasnya kinerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan untuk Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 

sampai tahun 2013 mengalami fluktuasi namun masih dikategorikan sangat efektif 

karena rasio efektivitasnya diatas 100%. 
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Purnamasari, Dkk (2014) yang berjudul Analisis Kinerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Berdasarkan Value for Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan nilai untuk 

uang yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan 

pada tiga elemen utama yaitu: (1) ekonomi, (2) efisiensi, dan (3) efektivitas. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang difokuskan pada 

kinerja dalam memungut PAD.Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

data kuantitatif, dengan menggunakan metode dokumentasi selanjutnya dianalisis 

secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007-2011 secara total berada pada 

kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata rasio: (1) ekonomi berada 

pada kriteria sangat ekonomis, (2) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan (3) 

efektivitas berada pada kriteria sangat efektif. 

Khikmah (2014) yang berjudul Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value for Money. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan 

konsep Value for Money, yang meliputi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. 

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Kabupaten Lamongan tahun 

anggaran 2009 hingga 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lamongan tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 

100%, artinya pemerintah kurang sukses dalam mengendalikan biaya-biaya yang 

dikeluarkan sehingga terjadi pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Dilihat dari 

efisiensi dan efektivitas, kinerja pemerintah telah efisien dan efektif. Hal ini berarti 

pemerintah telah mampu mengelola sumber daya keuangan daerah dengan baik dan 

sukses dalam menentukan target penerimaan daerah. 
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2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Pajak Daerah 

2.2.1.1 Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Menurut Djaenuri (2012:89) Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi batau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan 

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan pembangunan daerah. 

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2006:47) Pajak Daerah adalah pajak yang 

dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna 

untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut 

masuk dalam Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah(APBD). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak 

daerah merupakan iuran wajib orang pribadi atau badan kepada daerah, yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan imbalan secara tidak langsung dan 

digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan daerah. 

 

2.2.1.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah yaitu: 

1. Pajak provinsi, terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). 
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d. Pajak Air Permukaan (PAP). 

e. Pajak Rokok. 

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

a. Pajak Hotel. 

b. Pajak Restoran. 

c. Pajak Hiburan. 

d. Pajak Reklame. 

e. Pajak Penerangan Jalan. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

g. Pajak Parkir.  

h. Pajak Air Tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet. 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan. 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2.2.1.3 Fungsi Pajak 

Pajak memiliki lima macam fungsi (Sambodo, 2014:7) antara lain: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya 

kepentingan masing-masing warga Negara, termasuk kepentingan dalam 

perlindungan jiwa dan harta.Semakin tinggi tingkat kepentingan 

perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini 

juga banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat 

kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, 

tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak. 

2. Fungsi Mengatur (Reguleren) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi 

sosial, yaitu diterapkannya tarif yang lebih tinggi terhadap beberapa 
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barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial di kehidupan 

masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkan 

pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat 

meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan dibidang 

perekonomian. 

3. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 

sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain 

dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, 

penggunaan pajak yang efektif dan efisien 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk 

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai 

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya 

akan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

5. Fungsi Demokrasi  

Merupakan salah satu penjelmaan atas wujud sistem gotong 

royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada 

saat ini sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat, khususnya pembayar pajak. Apabila pajak pajak telah 

dilaksanakan dengan baik, timbal baliknya pemerintah harus memberikan 

pelayanan terbaik. 
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2.2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Djaenuri (2012:132) pemungutan pajak sebaiknya dilaksanakan 

dengan mendasarkan diri dari beberapa persyaratan berikut: 

1. Syarat Keadilan 

Pemungutan pajak harus adil. Agar syarat ini dapat diterapkan maka 

dalam pemungutan pajak, pemerintah harus mengasumsikan bahwa setiap 

orang atau setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama untuk 

membayar pajak. Dengan demikian, pajak yang ditetapkan kemudian bersifat 

umum dan merata, tidak ada yang terkecualikan dari kewajiban pajak. 

2. Syarat Yudiris 

Pemungutan Pajak harus memiliki dasar hukum yang berupa ketentuan 

perundang-undangan yang dapat memberi jaminan bagi negara maupun rakyat 

selaku pembayar pajak. Dasar hukum dalam pemungutan pajak harus 

memberikan kejelasan mengenai hak-hak pemungutan pajak serta jaminan 

hukum dan perlindungan kepada wajib pajak. 

3. Syarat Ekonomis 

Pemumngutan pajak harus memperhatikan kemampuan ekonomi wajib 

pajak maupun keseimbangan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini 

karena pada prinsipnya rakyat tidak boleh dengan pajak yang berat yang tidak 

sesuai dengan kemampuannya, hal itu karena menyulitkan kehidupan sehari-

harinya. 

4. Syarat Finansial 

Pemungutan pajak harus dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan 

efisien sehingga dapat menghasilkan penerimaan yang sebesar-besarnya bagi 

negara. Pemungutan pajak harus harus memperhatikan perbandingan antara 

pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan tersebut. Tidak ada gunanya bila jumlah pajak yang diterima lebih 

kecil dibandingkan dengan biaya untuk memungutnya. 
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2.2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

Menurut Metra (2014) sistem pemungutan pajak daerah dibagi atas:  

1. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang menjelaskan bahwa jumlah pajak 

yang terutang harus dilunasi oleh wajib pajak dihitung sendiri oleh wajib 

pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak harus aktif menghitung, 

menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sistem ini 

merupakan sistem yang memberikan kepercayaan sepenuhnya pada wajib 

pajak untuk memenuhi kewajibannya. 

2. Self Assessment System  

Sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang terutang yang 

harus dibayar atau dilunasi oleh wajib pajak, dihitung dan ditetapkan oleh 

aparat pajak (fiskus). Aparat pajak berperan aktif menghitung dan 

menetapkan pajak yang terutang yang harus dilunasi wajib pajak. Pada 

sistem ini, wajib pajak pasif dan hanya menunggu surat ketetapan pajak 

dari aparat pajak dan berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut wajib 

pajak membayar pajak yang terutang. 

3. Withholding Assessment System 

Sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang terutang 

dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa konsulan pajak, akuntan 

publik, wajib potong dan wajib pungut. Pihak ketiga inilah yang dibina 

dan ditingkatkan kapasitasnya dalam penghitungan dan 

pengadministrasian pajak oleh aparat pajak berdasarkan undang-undang 

perperpajakan untuk memotong sejumlah persen tertentu dari penghasilan 

yang dibayarkan kepada wajib pajak. Fiskus hanya berperan apabila 

terdapat dugaan bahwa pihak ketiga yang diberi kewenangan tidak 

melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan dibidang 

pajak dalam pemungutan pajak. 
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2.2.2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

2.2.2.1 Pengertian  

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 

 

2.2.2.2 Dasar Hukum 

 Siahaan (2010:555) menjelaskan dasar hukum pemungutan PBB Perdesaan 

dan Perkotaan pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaen/Kota 

yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, Keputusan Bupati/Walikota 

yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai aturan pelaksanaan 

peraturan daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan pada Kabupaten/Kota 

dimaksud. 

 

2.2.2.3 Objek Pajak 

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 

Menurut Hermansyah (2015) bumiadalah permukaan bumi tubuh bumi yang 

ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk 

rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia, sedangkan 

bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau dilekatkan secara tetap pada 

tanah atau perairan. Termasuk pengertian bangunan antara lain:  

a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.  
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b. Jalan tol. 

c. Kolam renang. 

d. Pagar mewah. 

e. Tempat olah raga. 

f. Galangan kapal, dermaga.  

g. Taman mewah. 

h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. 

i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.  

 

2.2.2.4 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

Menurut Cadith, dkk (2013) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga 

rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan 

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek 

Pajak Pengganti. Dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual 

Kena Pajak (NJKP). Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu suatu persentase tertentu 

dari nilai jual sebenarnya. Untuk tidak terlalu membebani Wajib Pajak dan tetap 

memperhatikan penerimaan negara, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk 

menentukan besarnya NJKP yaitu serendah rendahnya 20 % dan setinggi-tingginya 

100 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

 

2.2.2.5 Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Objek Pajak yang tidak 

dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara lain: 

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan. 
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b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis 

dengan itu. 

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara 

yang belum dibebani suatu hak. 

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik, dan 

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga Internasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.2.2.6 Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 besarnya Nilai Jual 

Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Hal-hal lebih lanjut mengenai Nilai 

Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-

masing. 

 

2.2.2.7 Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 subjek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara 

nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, 

dan/atau memiliki,menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

Sedangkan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 

orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau 

memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh 

manfaat atas bangunan. 
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2.2.2.8 Tarif Pajak 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 0.3% (nol koma tiga persen). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

2.2.2.9 Perhitungan Besaran Pokok PBB-P2 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan cara 

menghitung besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

terutang yaitu dengan mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak setelah 

dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, atau dinyatakan dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

 

2.2.3 Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 

 Pengesahan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 merupakan bentuk tindak 

lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemberian otonomi ini 

salah satunya berupa pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2). Dengan pengalihan ini maka seluruh kegiatan proses pendataan, 

pengadministrasian, pemungutan, dan pelayanan diselenggarakan oleh Pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota.  

 Sebelum desentralisasi PBB-P2, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapat 

bagian 64.8%, sedangkan setelah desentralisasi semua penerimaan masuk dalam kas 

daerah. Pengalihan ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

 Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tujuan 

pengalihan PBB-P2 antara lain: 

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelengaraan otonomi daerah. 

2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru. 

PBBP2 terutang = Tarif Pajak x (NJOP − NJOPTKP) 
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3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi 

dengan memperluas pajak daerah. 

4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah. 

5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran pada daerah. 

Dampak pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) menurut Ramadhan (2014) antara lain: 

1. Dampak Positif 

a. Akurasi data objek dan subjek PBB-P2 dapat lebih ditingkatkan karena 

aparat pemerintah daerah lebih menguasai wilayahnya apabila 

dibandingkan dengan aparat pemerintah pusat sehingga dapat 

meminimalisir pengajuan keberatan dari para wajib pajak PBB-P2. 

b. Daerah memiliki kemampuan meningkatkan potensi PBB-P2 sepanjang 

penentuan NJOP selama ini oleh pemerintah pusat dinilai masih dibawah 

nilai pasar objek yang bersangkutan. 

c. Pemberdayaan local taxing power, yaitu kewenangan penuh daerah 

dalam tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas. 

2. Dampak Negatif 

a. Dalam rangka pengelolaan PBB-P2 pemerintah daerah harus 

mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk penambahan kantor dan 

pegawai baru maupun untuk melengkapi peralatan administrasi, 

komputerisasi dan pelatihan SDM. 

b. Pendaerahan PBB-P2 mengakibatkan beragamnya kebijakan antar 

daerah, missal pada tarif, NJOPTKP dan NPOPTKP. Hal ini dapat 

mengakibatkan ketidakadilan bagi wajib pajak. 

c. Kesenjangan penerimaan PBB-P2 antar daerah akan menonjol karena 

disparitas potensi penerimaan pajak daerah lainnya. 
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2.2.4 Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

 Menurut Mahsun (2009) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang terutang dalam strategis planning suatu 

organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam melakukan 

penilaian kinerja, yaitu untuk menilai kesuksesan suatu organisasi, program, atau 

kegiatan (Mahmudi: 2015). 

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu manajer mencapai suatu strategi finansial maupun non-finansial. 

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan 

manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan 

sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi 

meliputi kemampuan kemampuan menunjukan bahwa uang tersebut telah 

dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2009:121). Dengan 

mengukur kinerja, organisasi dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan 

organisasi, memperbaiki kinerja periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang 

sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment, 

memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik (Sari, 2016). 

Menurut Mardiasmo (2009:122) secara umum tujuan sistem pengukuran 

kinerja antara lain: 

1. Untuk mengkomunikasikan strategi lebih baik. 

2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang 

sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. 

3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah 

dan bawah serta memotivasi untuk mencapai good congruence, dan 

4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual 

dan kemampuan kolektif yang rasional. 
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2.2.5 Value for Money 

2.2.5.1 Pengertian 

Value for Money menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan 

organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, 

efisiensi, dan efektivitas. 

1. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada 

harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input 

value yang dinyatakan dalam satuan moneter.  

2. Efisiensi: pencapaian otput yang maksimum dengan input tertentu untuk 

penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi 

merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar 

kinerja atau target yang telah ditetapkan.  

3. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. 

Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan 

output. 

 

Secara skematis konsep Value for Money disajikankan pada gambar 2.1 berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mardiasmo (2009:5) 

Gambar 2.1 KonsepValue for Money 

 

 

Output Input  Outcome 

Efektivitas Efisiensi Ekonomi 

Nilai Input 
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Tingkat input, output, dan outcome harus diketahui terlebih dahulu agar dapat 

mengukur ekonomi, efisien dan efektivitas pada penilaian kinerja berdasarkan Value 

for Money. Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu 

kebijakan, program, dan aktivitas. Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu 

program, aktivitas, dan kebijakan. Ukuran Output menunjukan hasil implementasi 

program atau aktivitas. Sedangkan outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari 

suatu aktivitas tertentu. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan (objectives) atau 

target yang dikehendaki. 

Value for Money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya 

input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. Implementasi konsep Value for Money pada organisasi sektor 

publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik 

dan pelaksanaan good governmance. Implementasi konsep Value for Money dapat 

memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik 

(Mardiasmo, 2009). 

 

2.2.5.2 Manfaat 

Manfaat implementasi konsep Value for Money pada organisasi sektor publik 

antara lain: 

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang 

diberikan tepat sasaran. 

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik. 

3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan 

terjadinya penghematan dalam penggunaan input. 

4. Alokasi belanja yanglebih berorientasi pada kepentingan publik, dan 

5. Meningkatkan kesadaran uang publik sebagai akar pelaksanaan 

akuntanbilitas publik. 
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2.2.5.3 Langkah Pengukuran 

Langkah - langkah pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dalam penerimaan 

pajak daerah dengan Value for Money adalah sebagai berikut: 

1. Pengukuran Ekonomi 

Ekonomis adalah praktik pembelian dengan tingkat kualitas harga terbaik 

yang dimungkinkan. Pengertian ekonomi sering disebut kehematan yang 

mencangkup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada 

pemborosan. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat 

menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Pengukuran tingkat 

ekonomis memerlukan data-data target biaya dan realisasi biaya. Teknik analisis 

yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomis pada Pajak Bumi dan 

Bangunana Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah rasio ekonomis, dimana 

rasio ekonomis merupakan perbandingan antara target biaya operasional 

pemungutan dengan realisasi biaya operasional pemungutan. 

2. Pengukuran Efisiensi 

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara 

output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan 

operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja dapa 

dicapai dengan penggunaan sumber daya serendah-rendahnya. Rasio efisiensi 

membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Menurut Mardiasmo (2009:134) rasio efisiensi tidak dinyatakan secara 

absolut tetapi dalam bentuk relatif karena efisiensi diukur dengan 

membandingkan keluaran dan masukan makaperbaikan efisiensi dapat dilakukan 

dengan cara berikut: 

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama. 

2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi 

peningkatan input. 

3. Menurunkan input pada tingkat output yang sama. 
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4. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi 

penurunan output. 

3. Pengukuran Efektifitas  

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah 

suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teknik analisis yang 

digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu rasio efektivitas. Rasio ini 

menggambarkan perbandingan antara realisasi Pajak Bumi dan Bangunana 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan target penerimaanya. 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Kinerja Dinas Pendapatan berdasarkan Elemen Ekonomi 

Perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang 

terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang 

dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi 
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sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu menghindari 

pengeluaran yang boros atau tidak produktif (Mardiasmo, 2009:4).  

Pengertian ekonomi sering disebut kehematan yang mencangkup juga 

pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemorosan. Suatu kegiatan 

operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi 

biaya yang tidak perlu. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran 

biaya dan realisasi biaya. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat 

ekonomis pada kinerja penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) adalah rasio ekonomiyang merupakan perbandingan antara realisasi biaya 

dengan anggaran biaya yang ditetapkan. 

Pengukuran berdasarkan elemen ekonomi dilakukan untuk mengetahui 

kehematan Dinas Pendapatan dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2).Semakin tinggi tingkat ekonomi maka semakin baik kinerja 

Dinas Pendapatan dalam pemungutan PBB-P2. Dengan pengukuran berdasarkan 

elemen ekonomi ini maka dapat ditelusuri perbandingan penggunaan biaya untuk 

pemungutan PBB-P2 sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini 

adalah: 

Ha1 : terdapat perbedaan nilai ekonomi terhadap kinerja sebelum dan sesudah 

PBB-P2 menjadi pajak daerah. 

 

2.4.2 Kinerja Dinas Pendapatan berdasarkan Elemen Efisiensi 

Pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau penggunaan 

input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan 

perbandingan ouput atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang 

telah ditentukan (Mardiasmo, 2009:4). Pengukuran efisiensi dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang 

digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk 

atau hasil kerja dapa dicapai dengan penggunaan sumber daya serendah-rendahnya. 
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Rasio efisiensi membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh Pajak Bumi dan Bangunana Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan 

hasil realisasinya. 

Pengukuran kinerja Dinas Pendapatan dalam pemungutan Pajak Bumi 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan elemen efisiensi 

dilakukan untuk mengetahui pencapaian Dinas Pendapatan dalam pemungutan PBB-

P2. Semakin kecil tingkat efisiensi maka semakin baik kinerja Dinas Pendapatan 

dalam penerimaan PBB-P2. Dengan pengukuran berdasarkan elemen efisiensi ini 

maka dapat ditelusuri perbandingan penggunaan biaya untuk ketercapaiajn realisasi 

penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sari (2015) yang berjudul Analisis 

Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

tingkat efisiensi Kabupaten Jember sebesar 9% sebelum menjadi pajak daerah, dan 

menjadi 4.89% setelah menjadi pajak daerah yang menunjukan kriteria sangat efisien, 

hal ini menunjukan adanya perubahan tingkat efisiensi PBB-P2 Kabupaten Jember. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah: 

Ha2 : terdapat perbedaan nilai efisiensi terhadap kinerja sebelum dan sesudah 

PBB-P2 menjadi pajak daerah. 

 

2.4.3 Kinerja Dinas Pendapatan berdasarkan Elemen Efektivitas 

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu 

program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teknik analisis yang digunakan 

untuk mengukur efektivitas yaitu rasio efektivitas. Rasio ini menggambarkan 

perbandingan antara realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) dengan target atau anggarannya. 
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Pengukuran kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan elemen efektivitas 

dilakukan untuk mengetahui pencapaian target yang dilakukan dalam penerimaan 

PBB-P2. Pengukuran tingkat efektivitas ini dilakukan dengan membandingkan target 

dan realisasi penerimaan PBB-P2. Semakin tinggi tingkat efektivitas maka semakin 

baik kinerja Dinas Pendapatan dalam PBB-P2. Dengan pengukuran berdasarkan 

elemen efektivitas ini maka dapat ditelusuri perbandingan realisasi dan target 

penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rahmatika (2015) yang berjudul Studi 

Komparatif Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebelum dan 

Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pada Kabupaten Kediri. 

Hasil penelitian ini menunjukan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB 

kabupaten Kediri saat menjadi pajak pusat dan dikelola oleh DJP lebih baik daripada 

saat dikelola oleh pemerintah daerah. Tingkat efektivitas rata-rata sebelum 

pendaerahan PBB sebesar 112,955% dan tingkat efektifitas rata-rata setelah 

pendaerahan PBB sebesar 104,935% dengan kriteria sama, yaitu sangat efektif.  

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah: 

Ha3 : terdapat perbedaan nilai efektivitas terhadap kinerja sebelum dan 

sesudah PBB-P2 menjadi pajak daerah. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

 

Salah satu syarat keberhasilan suatu penelitian adalah apabila didukung oleh 

penelitian yang lengkap.Keberhasilan dalam pengumpulan data sangat tergantung 

pada metode yang digunakan sehingga data yang dihasilkan berupa data yang objektif 

dan lengkap sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang diselesaikan. Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

 

3.1 Objek dan Jenis Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember yang terletak 

di Jalan Jawa Nomor 72 Sumbersari Kabupaten Jember.Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian kombinasi (mix method). Penelitian metode kombinasi secara formal 

didefinisikan sebagai kelas penelitian yang menuntut peneliti untuk mencampur atau 

menggabungkan teknik penelitian, metode, pendekatan, konsep, atau bahasa 

kuantitatif dan kualitatif ke dalam studi tunggal (Elrifi, 2014). 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2011:12) penelitian kuantitatif 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variable-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik, 

sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada 

pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi 

realita. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif sehingga peneliti dapat 

membandingkan fenomena-fenomena tertentu dan dapat dikatakan studi komparatif. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002). Populasi dalam 
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penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan PBB-P2, target dan realisasi 

biaya operasional pemungutan PBB-P2 seluruh kecamatan di Kabupaten Jember. 

 Sampel adalah sebagian dari elemen-elemen populasi (Indriantoro dan 

Supomo, 2002).Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

menggunakan purposive sampling yaitu pemilihan sampel secara tidak acak. Kriteria 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan PBB-

P2, target dan realisasi biaya operasional pemungutan PBB-P2 kecamatan di 

Kabupaten Jember yang terdapat di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber tanpa 

media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Sumber data primer 

yang digunakan yaitu wawancara dengan sekretaris dan kasie penagihan PBB-

P2 pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain 

(Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Sumber data sekunder yang digunakan 

pada penelitian ini adalah data target dan realisasi biaya operasional 

pemungutan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2010 - 2015, dan laporan 

target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2010-2015. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: 

1. Studi Pustaka 

Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan mengkaji 

buku-buku atau literatur dan jurnal ilmiah untuk memperoleh landasan teoritis 

yang kuat dan menyeluruh tentang mengukur kinerja pemerintah daerah 

dengan prinsip Value for Money. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survey 

yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian (Indriantoro 

dan Supomo, 2011:152). Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

dengan Sekertaris dan Kasie Penagihan PBB-P2 pada Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data, dokumen-dokumen, atau 

catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data anggaran biaya pemungutan dan 

realisasi biaya pemungutan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2010-2015, dan 

laporan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 

2010-2015. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian kombinasi ini dilakukan dengan pertama dengan mengumpulkan 

data kualitatif kemudian disertai pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik 

deskriptif.Statistik deskriptif adalah proses transformasi data penelitian sehingga 

mudah dipahami dan diinterpretasikan dengan tujuan memberikan informasi 

mengenai karakteristik variable penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2011:170). 

Prosedur analisis data penelitian ini antara lain: 

1. Pendekatan Kualitatif 

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini dilakukan antara lain: 

a. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum profil Kabupaten 

Jember dan profil Dinas Pendapatan Kabupaten Jember melalui studi 

pustaka. 
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b. Mengumpulkan informasi mengenai kesiapan pengalihan pengelolaan 

PBB-P2, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember dengan metode wawancara dengan tahapan antara lain:  

1. Tahap pengumpulan data melalui instrumen pengumpulan data, dalam 

penelitian ini instrumen yang digunakan adalah daftar pertanyaan yang 

diajukan, alat perekam dan kamera. 

2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian 

instrument pengumpulan data. 

3. Tahap horizonliting, yaitu menyamakan pernyataan yang memiliki 

nilai yang sama sehingga pernyataan yang tidak relevan akan 

dihilangkan. 

4. Tahap reduksi data, yaitu dengan memilah, memusatkan dan 

menyederhanakan data. 

5. Tahap penyajian data, dengan merangkai data menjadi suatu kesatuan 

agar dapat dirumuskan kesimpulan. 

2. Pendekatan kuantitatif 

Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini dilakukan antara lain: 

a. Menyajikan data penelitian yang meliputi data target dan realisasi biaya 

operasional pemungutan PBB-P2, data target dan realisasi penerimaan 

PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2010-2015. 

b. Mengukur masing-masing elemen dengan teknik statistik sebagai berikut: 

Rasio Ekonomi 

1) Menyiapkan data data target dan realisasi Biaya Operasional 

Pemungutan (BOP) PBB-P2. 

2) Menghitung rasio ekonomi seluruh sampel dengan Ms. Excel 

2013 menggunakan formulasi rasio ekonomi (Putra Dan 

Wirawati, 2015) sebagai berikut: 
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Rasio ekonomi =
Target BOP PBBP2

Realisasi BOP PBBP2
 x 100% 

 

3) Menentukan kriteria dan simbol warna data berdasarkan rasio 

ekonomi dengan ketentuan berikut: 

 

 3.1 Tabel Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan 

Persentase kinerja keuangan Kriteria Simbol Warna 

Lebih dari 100% Sangat ekonomis  

90 - 100% Ekonomis  

80 - 89% Cukup ekonomis  

60 – 79% Kurang ekonomis  

Kurang dari 60% Tidak ekonomis  

Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996 (diolah) 

 

4) Menentukan tingkat ekonomi kinerja Kabupaten Jember 

berdasarkan nominal rata – rata jumlah target dan realisasi BOP, 

kriteria kinerja, dan kenaikan atau penurunan PBB-P2 Kabupaten 

Jember sebelum pengalihan pengelolaan yaitu tahun 2010 – 2012 

dan setelah pengalihan pengelolaan yaitu tahun 2013 – 2015 

dengan Ms. Excel 2013. 

 

Pengukuran Efisiensi  

1) Menyiapkan data data target BOP dan realisasi penerimaan PBB-

P2. 

2) Menghitung rasio efisiensi seluruh sampel dengan Ms. Excel 

2013 menggunakan formulasi rasio efisiensi (Halim, 2004:152) 

sebagai berikut : 
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                                  Rasio efisiensi =
Realisasi BOP PBBP2

Realisasi penerimaan PBBP2
 x 100% 

 

3) Menentukan kriteria dan simbol warna data berdasarkan rasio 

efisiensi dengan ketentuan berikut: 

 

Tabel 3.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 

Persentase kinerja keuangan Kriteria Simbol warna 

Lebih dari 100% Tidak efisien  

90 - 100% Kurang efisien  

80 - 89% Cukup efisien  

60 – 79% Efisien  

Kurang dari 60% Sangat efisien  

Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996 (diolah) 

 

4) Menentukan tingkat efisiensi kinerja Kabupaten Jember 

berdasarkan nominal rata – rata jumlah realisasi BOP dan 

realisasi penerimaan, kriteria kinerja, dan kenaikan atau 

penurunan PBB-P2 Kabupaten Jember sebelum pengalihan 

pengelolaan yaitu tahun 2010 – 2012 dan setelah pengalihan 

pengelolaan yaitu tahun 2013 – 2015 dengan Ms. Excel 

2013. 

 

Pengukuran Efektivitas  

1) Menyiapkan data data target dan realisasi penerimaan PBB-

P2. 

2) Menghitung rasio efektivitas seluruh sampel dengan Ms. 

Excel 2013 menggunakan formulasi efektivitas (Halim, 

2004:152) sebagai berikut:  
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                                        Rasio efektifitas =
Realisasi Penerimaan PBBP2

Target Penerimaan PBBP2
 x 100% 

 

3) Menentukan kriteria dan simbol warna data berdasarkan rasio 

efisiensi dengan ketentuan berikut: 

 

Tabel 3.3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan 

Persentase kinerja keuangan Kriteria Simbol Warna 

Lebih dari 100% Sangat efektif  

90 - 100% Efektif  

80 - 89% Cukup efektif  

60 – 79% Kurang efektif  

Kurang dari 60% Tidak efektif  

Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996 

 

4) Menentukan tingkat efektivitas kinerja Kabupaten Jember 

berdasarkan nominal rata – rata jumlah target penerimaan 

dan realisasi penerimaan, kriteria kinerja, dan kenaikan atau 

penurunan PBB-P2 Kabupaten Jember sebelum pengalihan 

pengelolaan yaitu tahun 2010 – 2012 dan setelah pengalihan 

pengelolaan yaitu tahun 2013 – 2015 dengan Ms. Excel 

2013. 

 

c. Mengolah data dengan SPSS atau Statistical Product and Service 

Solutionversi 21 untuk melakukan uji statistik deskriptif, uji normalitas, 

dan uji hipotesis dengan menggunakan data rasio ekonomi. Efisiensi, dan 

efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember. 
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3.6Keabsahan Data 

 Keabsahan data di lakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data 

hasil dari suatu penelitian yang berkaitan dengan metode kuantitatif. Untuk menguji 

keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu: 

1. Triangulasi 

Metode triangulasi adalah metode yang mengecek keabsahan data 

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan dengan data hasil pengamatan, hasil wawancara dari 

informan yang lain, dan dengan menyelaraskan antara data yang diperoleh 

dengan kondisi sesungguhnya (Sugiono, 2010:125). 

2. Member Check 

Member check merupakan proses pengecekkan data yang dilakukan 

oleh peneliti kepada subjek atau narasumber. Hal ini bertujuan mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh 

narasumber. Selain itu tujuan member check adalah agar responden dapat 

memberikan informasi baru atau responden dan pembimbing dapat 

menyetujui kebenaran dari narasumber sehingga penelitian dapat lebih 

dipercaya (Usman, 2009:81) 

 

3.7 Uji Normalitas 

 Uji normalitas data digunakan untuk menguji kenormalan distribusi data 

untuk menghindari bias dan atau mengetahui apakah data yang dijadikan sampel 

berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2001). Uji normalitas dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Sampel penelitian berdistribusi normal apabila nilai 

asymptotic sig > tingkat keyakinan yang digunakan dalam pengujian, dalam hal ini 

adalah 95% atau α = 5%. Sebaliknya dikatakan tidak normal apabila nilai asymptotic 

sig < tingkat keyakinan. 
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3.8 Uji Hipotesis 

Menurut Ghozali (2001) beberapa kemungkinan pilihan alat uji statistic atas 

hasil penelitian setelah dilakukan uji normalitas adalah: 

a. Jika hasil pengujian normalitas data menghasilkan suatu penyebaran yang normal 

dari rasio-rasio pernilaian dengan konsep Value for Money maka terhadap rasio 

tersebut digunakan uji beda Paired Sample T Test. Dengan pengukuran hipotesis 

sebagai berikut: 

Jika probabilitas > 0.05 maka Ha ditolak 

Jika probabilitas ≤ 0.05 maka Ha diterima 

b. Jika hasil pengujian normalitas data menghasilkan suatu penyebaran yang tidak 

normal dari rasio-rasio pernilaian dengan konsep Value for Money maka terhadap 

rasio tersebut digunakan uji beda Wilcoxon Sign Rank Test. Dengan pengukuran 

hipotesis sebagai berikut: 

Ha ditolak jika : T hitung > T Tabel 

Ha diterima jika : T hitung ≤  T Tabel 
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3.9 Kerangka Pemecahan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

PENGUMPULAN 

DATA 

DATA PRIMER DATA SEKUNDER 

WAWANCARA DOKUMEN 

TERKAIT 

UJI KEABSAHAN 

DATA 

Teknik Triangulasi 

Member Check 

 

ANALISIS DATA 

Statistik Deskriptif  

Konsep Value for Money 

(3E) 

UJI NORMALITAS 

Uji Kolmogorov Smirnov 

UJI HIPOTESIS 

Uji Beda Paired Sample T-Test 

Atau 

Uji Wilcoxon Signed Rank Test 

HASIL                      

KESIMPULAN

 
FINISH                     

ANALISIS DATA 
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BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pengalihan pengelolaan 

PBB-P2 Kabupaten Jember, faktor pendukung dan faktor penghambat pengalihan 

pengelolaan perbedaan PBB-P2 Kabupaten Jember, kinerja Pemerintah Kabupaten 

Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah dengan konsep Value for Money, adapun 

kesimpulan dari penelitian ini antara lain: 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah 

melakukan persiapan yang diawali dengan disahkannya Peraturan Daerah 

Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 6 tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, 

Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan 

PBB-P2 di Kabupaten Jember, namun SOP yang berkaitan dengan PBB 

P2 masih belum disahkan. Jumlah karyawan untuk pengelolaan PBB-P2 

berjumlah 37 karyawan dan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

melakukan upaya untuk mengembangan kompetensi SDM. Untuk sarana 

dan prasarana seperti fasilitas perkantoran, perangkat lunak dan perangkat 

keras yang digunakan secara bertahap terpenuhi. Dinas Pendapatan juga 

melakukan kerjasama dan sosialisasi guna mendukung keberhasilan 

pengalihan pengelolaan PBB-P2.  

2. Faktor pendukung proses peralihan PBB-P2 di Kabupaten Jember antara 

lain tersedianya pembiayaan dan kerjasama pihak KPP Pratama Jember 

dan SKPD terkait. Sedangkan faktor penghambat antara lain terbatasnya 

SDM yang berkompetensi, kurangnya kesadaran masyarakat dan 

kecurangan yang dilakukan aparat pemungut. 
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3. Berdasarkan hasil analisis data Wilcoxon Signed Rank Test rasio ekonomi 

menunjukan nilai 0.000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan 

yang telah ditetapkan (α = 0.05), maka terdapat perbedaan tingkat 

ekonomi sebelum dan sesudah PBB-P2 menjadi pajak daerah. Tingkat 

ekonomi kinerja penerimaan PBB-P2 sebelum menjadi pajak daerah 

sebesar 156% dan sesudah menjadi pajak daerah sebesar 219%, hal ini 

menunjukan secara ekonomi kinerja Pemerintah Kabupaten Jember 

setelah pengalihan PBB-P2 meningkat dengan kategori sangat ekonomis. 

4. Berdasarkan hasil analisis data Wilcoxon Signed Rank Test rasio efisiensi 

menunjukan nilai 0.000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan 

yang telah ditetapkan (α = 0.05), maka terdapat perbedaan tingkat efisiensi 

sebelum dan sesudah PBB-P2 menjadi pajak daerah. Tingkat efisiensi 

kinerja penerimaan PBB-P2 sebelum menjadi pajak daerah sebesar 9% 

dan sesudah menjadi pajak daerah sebesar 3.3%, hal ini menunjukan 

secara efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Jember setelah pengalihan 

PBB-P2 meningkat dengan kategori sangat efisien. 

5. Berdasarkan hasil analisis data Wilcoxon Signed Rank Test rasio 

efektivitas menunjukan nilai 0.001 yang berarti lebih kecil dari tingkat 

signifikan yang telah ditetapkan (α = 0.05), maka terdapat perbedaan 

tingkat efektivitas sebelum dan sesudah PBB-P2 menjadi pajak daerah. 

Tingkat efektivitas kinerja penerimaan PBB-P2 sebelum menjadi pajak 

daerah sebesar 64% dan sesudah menjadi pajak daerah sebesar 71%, hal 

ini menunjukan secara efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Jember 

setelah pengalihan PBB-P2 meningkat dengan kategori kurang efektif. 
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5.2 Keterbatasan 

 Beberapa keterbatasan penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini hanya mengukur kinerja secara finansial dalam pemungutan 

PBB-P2 

2. Penelitian ini hanya terfokus pada satu daerah. 

3. Rentan waktu perbandingan yang pendek memungkinkan terjadinya 

perbedaan hasil penelitian. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian adapun saran-saran dari peneliti antara lain: 

1. Bagi objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Kabupaten Jember perlu 

dilakukan peningkatan agar dapat meningkatkan kinerja secara efektif, seperti 

meningkatkan pengawasan terhadap kinerja petugas pemungut PBB-P2, 

menambah atau mengganti petugas dengan yang lebih berkompeten, dan 

pemberian tanggal jatuh tempo yang tegas kepada masyarakat untuk 

membayar PBB-P2. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian misal 

melakukan perbandingan kinerja pemungutan PBB-P2 se Jawa Timur atau se 

Indonesia, melakukan pengukuran tidak hanya secara finansial melainkan juga 

secara nonfinansial. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan konsep Best 

Value menambah variabel equity (keadilan) dan equality (kesetaraan). 
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LAMPIRAN 1. Daftar Sampel 

No. Nama Kecamatan No. Nama Kecamatan 

1 Ajung 17 Panti 

2 Ambulu 18 Patrang 

3 Arjasa 19 Puger 

4 Balung 20 Rambipuji 

5 Bangsalsari 21 Semboro 

6 Gumukmas 22 Silo 

7 Jelbuk 23 Sukorambi 

8 Jenggawah 24 Sukowono 

9 Jombang 25 Sumberbaru 

10 Kalisat 26 Sumberjambe 

11 Kaliwates 27 Sumbersari 

12 Kencong 28 Tanggul 

13 Ledokombo 29 Tempurejo 

14 Mayang 30 Umbulsari 

15 Mumbulsari 31 Wuluhan 

16 Pakusari 
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LAMPIRAN 2. Daftar Target dan Realisasi BOP PBB Perkotaan dan Perdesaan 

Kabupaten Jember 2010-2015 
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LAMPIRAN 3. Daftar Target dan Realisasi PBB Perkotaan dan Perdesaan 

Kabupaten Jember 2010-2015 
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LAMPIRAN 4.Rasio Ekonomi 

Rasio ekonomis =
Target biaya operasional pemungutan PBBP2

Realisasi biaya operasional pemungutan PBBP2
 

No Kecamatan  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Ajung 0.538 0.461 0.508 0.566 0.278 0.277 

2 Ambulu 0.994 1.000 1.001 0.998 0.999 0.721 

3 Arjasa 0.279 0.340 0.322 0.369 0.109 0.072 

4 Balung 0.915 0.808 0.820 1.000 0.721 0.704 

5 Bangsalsari 0.723 0.757 0.805 1.012 0.653 0.280 

6 Gumukmas 0.851 0.886 0.821 0.725 0.622 0.295 

7 Jelbuk 0.666 0.703 0.425 0.680 0.108 0.122 

8 Jenggawah 0.676 0.643 0.539 0.327 0.278 0.254 

9 Jombang 0.770 0.775 0.764 1.006 0.590 0.335 

10 Kalisat 0.370 0.470 0.496 0.613 0.345 0.082 

11 Kaliwates 0.550 0.589 0.696 0.359 0.368 0.349 

12 Kencong 0.733 0.813 0.850 0.705 0.608 0.598 

13 Ledokombo 0.693 0.650 0.682 1.004 0.332 0.085 

14 Mayang 0.372 0.500 0.471 0.583 0.088 0.055 

15 Mumbulsari 0.201 0.440 0.256 0.270 0.062 0.044 

16 Pakusari 0.470 0.521 0.553 1.022 0.371 0.257 

17 Panti 0.555 0.527 0.621 0.348 0.273 0.245 

18 Patrang 0.496 0.532 0.499 0.307 0.300 0.265 

19 Puger 0.423 0.534 0.547 0.682 0.371 0.290 

20 Rambipuji 0.801 0.835 0.737 0.673 0.699 0.636 

21 Semboro 0.920 0.925 0.934 1.007 0.658 0.649 

22 Silo 0.759 0.770 0.754 0.742 0.344 0.361 

23 Sukorambi 0.449 0.476 0.648 0.709 0.276 0.279 

24 Sukowono 0.679 0.595 0.622 0.723 0.597 0.285 

25 Sumberbaru 0.686 0.701 0.659 1.012 0.367 0.352 

26 Sumberjambe 0.627 0.685 0.688 0.567 0.159 0.133 

27 Sumbersari 0.481 0.478 0.515 0.278 0.307 0.279 

28 Tanggul 0.727 0.819 0.782 1.010 0.619 0.570 

29 Tempurejo 0.681 0.746 0.713 0.649 0.372 0.117 

30 Umbulsari 0.850 0.914 0.844 1.002 0.688 0.637 

31               Wuluhan 0.643 0.643 0.586 1.004 0.716 0.686 
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LAMPIRAN 5. Rasio Efisiensi 

Rasio efisiensi =
Realisasi biaya operasional pemungutan PBBP2

Realisasi penerimaan PBBP2
 

No Kecamatan  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Ajung 0.09 0.09 0.09 0.0375 0.025 0.025 

2 Ambulu 0.09 0.09 0.09 0.05 0.05 0.0375 

3 Arjasa 0.09 0.09 0.09 0.025 0.0125 0.0125 

4 Balung 0.09 0.09 0.09 0.05 0.0375 0.0375 

5 Bangsalsari 0.09 0.09 0.09 0.05 0.0375 0.025 

6 Gumukmas 0.09 0.09 0.09 0.0375 0.0375 0.025 

7 Jelbuk 0.09 0.09 0.09 0.0375 0.0125 0.0125 

8 Jenggawah 0.09 0.09 0.09 0.025 0.025 0.025 

9 Jombang 0.09 0.09 0.09 0.05 0.0375 0.025 

10 Kalisat 0.09 0.09 0.09 0.0375 0.025 0.0125 

11 Kaliwates 0.09 0.09 0.09 0.025 0.025 0.025 

12 Kencong 0.09 0.09 0.09 0.0375 0.0375 0.0375 

13 Ledokombo 0.09 0.09 0.09 0.05 0.025 0.0125 

14 Mayang 0.09 0.09 0.09 0.0375 0.0125 0.0125 

15 Mumbulsari 0.09 0.09 0.09 0.025 0.0125 0.0125 

16 Pakusari 0.09 0.09 0.09 0.05 0.025 0.025 

17 Panti 0.09 0.09 0.09 0.025 0.025 0.025 

18 Patrang 0.09 0.09 0.09 0.025 0.025 0.025 

19 Puger 0.09 0.09 0.09 0.0375 0.025 0.025 

20 Rambipuji 0.09 0.09 0.09 0.0375 0.0375 0.0375 

21 Semboro 0.09 0.09 0.09 0.05 0.0375 0.0375 

22 Silo 0.09 0.09 0.09 0.0375 0.025 0.025 

23 Sukorambi 0.09 0.09 0.09 0.0375 0.025 0.025 

24 Sukowono 0.09 0.09 0.09 0.0375 0.0375 0.025 

25 Sumberbaru 0.09 0.09 0.09 0.05 0.025 0.025 

26 Sumberjambe 0.09 0.09 0.09 0.0375 0.025 0.025 

27 Sumbersari 0.09 0.09 0.09 0.025 0.025 0.025 

28 Tanggul 0.09 0.09 0.09 0.05 0.0375 0.0375 

29 Tempurejo 0.09 0.09 0.09 0.0375 0.025 0.0125 

30 Umbulsari 0.09 0.09 0.09 0.05 0.0375 0.0375 

31 Wuluhan 0.09 0.09 0.09 0.05 0.0375 0.0375 
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LAMPIRAN 6. Rasio Efektivitas 

Rasio efektivitas =
Realisasi penerimaan PBBP2

Target penerimaan PBBP2
 

No Kecamatan  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Ajung 0.5378 0.4610 0.5079 0.7551 0.5563 0.5541 

2 Ambulu 0.9941 1.0000 1.0010 0.9980 0.9991 0.9619 

3 Arjasa 0.2789 0.3405 0.3216 0.7387 0.4373 0.2873 

4 Balung 0.9148 0.8085 0.8198 0.9997 0.9619 0.9382 

5 Bangsalsari 0.7231 0.7568 0.8054 1.0115 0.8708 0.5610 

6 Gumukmas 0.8514 0.8860 0.8206 0.9671 0.8299 0.5893 

7 Jelbuk 0.6662 0.7027 0.4251 0.9070 0.4301 0.4874 

8 Jenggawah 0.6761 0.6431 0.5387 0.6547 0.5556 0.5076 

9 Jombang 0.7702 0.7753 0.7645 1.0062 0.7863 0.6695 

10 Kalisat 0.3704 0.4699 0.4960 0.8167 0.6898 0.3292 

11 Kaliwates 0.5500 0.5890 0.6958 0.7187 0.7354 0.6971 

12 Kencong 0.7332 0.8132 0.8501 0.9406 0.8106 0.7973 

13 Ledokombo 0.6927 0.6499 0.6822 1.0040 0.6638 0.3396 

14 Mayang 0.3724 0.5001 0.4709 0.7770 0.3509 0.2182 

15 Mumbulsari 0.2014 0.4405 0.2555 0.5400 0.2464 0.1748 

16 Pakusari 0.4699 0.5214 0.5526 1.0218 0.7411 0.5136 

17 Panti 0.5553 0.5273 0.6214 0.6958 0.5458 0.4893 

18 Patrang 0.4956 0.5318 0.4992 0.6148 0.5998 0.5305 

19 Puger 0.4226 0.5341 0.5473 0.9089 0.7415 0.5805 

20 Rambipuji 0.8008 0.8354 0.7366 0.8967 0.9314 0.8486 

21 Semboro 0.9202 0.9247 0.9337 1.0065 0.8767 0.8654 

22 Silo 0.7586 0.7698 0.7540 0.9896 0.6878 0.7227 

23 Sukorambi 0.4490 0.4764 0.6477 0.9455 0.5516 0.5576 

24 Sukowono 0.6794 0.5947 0.6220 0.9636 0.7961 0.5698 

25 Sumberbaru 0.6861 0.7010 0.6591 1.0124 0.7349 0.7038 

26 Sumberjambe 0.6275 0.6851 0.6880 0.7564 0.3176 0.2660 

27 Sumbersari 0.4808 0.4784 0.5146 0.5566 0.6143 0.5577 

28 Tanggul 0.7272 0.8192 0.7815 1.0103 0.8252 0.7600 

29 Tempurejo 0.6808 0.7461 0.7133 0.8660 0.7441 0.4692 

30 Umbulsari 0.8504 0.9140 0.8436 1.0023 0.9179 0.8491 

31 Wuluhan 0.6430 0.6427 0.5856 1.0035 0.9553 0.9151 
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LAMPIRAN 7. Hasil Wawancara 

 

Narasumber : Suyanto, S.H 

Jabatan : Sekertaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember  

Tanggal : 26 Mei 2016  

Waktu  : Pukul 10.00 – 11.30 

Lokasi  : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember  

  Jalan Jawa No. 72 Sumbersari Jember) 

 

Peneliti : Sejak kapan pengalihan PBB-P2 Kabupaten Jember resmi 

dilakukan? 

Narasumber : Sejak September 2013 

Peneliti : Apakah Dinas Pendapatan sudah melakukan persiapan regulasi  

pengalihan PBB-P2 seperti Perda, Perbup, dan SOP? 

Narasumber : Untuk Perda sudah, yaitu Perda Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah dan Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Kabupaten Jember. Untuk SOP belum ada, 

rencananya ditahun 2016 ini SOP sudah selesai dibuat, rencana itu ada 

5 SOP diantaranya SOP klasifikasi dan penetapan NJOP, SOP 

penerbitan dan penandatanganan SPPT, SOP pendistribusian SPPT 

PBB-P2, SOP pelayanan, SOP pemberian pengurangan PBB-P2, dan 

SOP pengembalian kelebihan bayar PBB-P2. Untuk sementara Dinas 

Pendapatan Kabupaten Jember berpedoman pada Peraturan Bupati 

Nomor 6 tahun 2012 itu. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


103 
 

Peneliti : Untuk persiapan personil, apakah telah dilakukan bimbingan 

teknis atau workshop? 

Narasumber : Sudah diantaranya Bimbingan Teknis 3 orang dibandung tentang 

Teknis Informasi pengoperasional program SISMIOP, 12 orang 

tentang pendataan PBB-P2, dan 20 orang tentang Penilaian PBB-

P2.Kita juga mengirimkan 20 orang untuk magang pada Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Surabaya, selain 

itu juga Magang pada Kantor Pajak Pratama Jember sekitar 20 orang. 

Peneliti : Apakah sudah ada struktur organisasi khusus untuk PBB-P2? 

Narasumber : Struktur khusus gak ada, jadi kita berpedoman pada struktur 

organisasi Dinas Pendapatan ini. 

Peneliti : Untuk sarana dan prasarana apa saja yang disiapkan? 

Narasumber : Kalau fasilitas kantor seperti gedung atau ruangan, kita pakai ruangan 

di Dinas ini yang sebelah musollah itu, disana tempat administrasi 

pengelolaan, informasi, dan pelayanan. 

Peneliti : Dimana lokasi pembayaran PBB dilakukan? 

Narasumber : Pembayaran bisa di Bank Jatim, kita sudah melakukan prosedur 

untuk melakukan kerja sama, bisa juga lewat kantor pos, karena 

mungkin di kecamatan tertentu bank Jatim jauh jadi bisa lewat bank, 

atau juga bisa lewat aparat kelurahan atau desa. Aparat ini kita ajak 

bekerjasama karena Jember kan luas, banyak wilayah yang jauh sulit 

dijangkau, jadi untuk penyampaian SPPT kita serahkan lewat aparat 

kelurahan atau desa. Biar gak ada alasan warga gak bayar pajak atau 

gak tau pajak. 

Peneliti : Bagaimana cara untuk memberikan sosialisasi tentang PBB-P2? 
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Narasumber : Sosialisasi itu banyak ya bisa internal Pemda, ke masyarakat, ke 

pihak terkait seperti notaris/PPAT. Kalau ke masyarakat kita kadang 

sosialisasi langsung turun ke kecamatan atau desa, pasang banner 

ditempat yang ramai, yang masyarakat bisa melihat atau membaca 

juga, itu juga sosialisasi tapi gak langsung, lewat koran juga pernah 

kita usahakan. Dan juga lewat internet seperti di web Dinas 

Pendapatan ada gamar seperti ajakan membayar PBB 

Peneliti : Apa faktor yang mengakibatkan keberhasilanatau kegagalan 

penerimaan PBB-P2? 

Narasumber : Proses pengalihannya ya jadi gampang pastinya kalau ada dana, 

kalau gak ada dana gak bisa jalan. Selain dana ya perlu adanya kerja 

sama yang baik dari KPP Pratama atau SKPD terkait 

Peneliti : Apakah ada perbedaan dasar menentukan besar Biaya 

Operasional Pemungutan PBB-P2 sebelum dan sesudah menjadi 

pajak daerah? 

Narasumber : Kalau dulu BOP itu 9% sekarang 5% 

Peneliti : Apakah realisasi BOP sebelum dan setelah pengalihan lebih 

rendah dari target BOP? 

Narasumber : Sepertinya sudah lebih rendah ya, karena target BOP ditentukan dari 

target penerimaan, realisasi BOP ditentukan dari besarnya realisasi 

penerimaan. 

Peneliti : Apabila dibandingan antara target dan realisasi BOP, lebih baik 

sebelum atau setelah pengalihan?  
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Narasumber : Kalau target BOP dulu 9% dari target penerimaan PBB-P2 lalu 

realisasinya ya 9% Kalau sekarang beda, untuk target acuannya 5% 

dari target penerimaan PBB-P2, untuk realisasinya juga gak langsung 

5% jadi dari 5% itu bertahap pencapaian (PBB-P2) 10-25% 

realisasinya 25% dari 5%, trus 26-50% realisasinya 50% dari 5%, 51-

75% realisasinya 75% dari 5%, baru kalau sudah mencapai 100% kita 

beri 5% dari hasil pemungutan itu. Jadi lebih baik sekarang (setelah 

menjadi pajak daerah) meningkat karena biaya yang dikeluarkan 

sesuai dengan kinerja yang dilakukan.” 

Peneliti : Jika dilihat dari perbandingan BOP dengan Penerimaan PBB-P2 

lebih baik sebelum atau sesudah menjadi pajak daerah? 

Narasumber : Kalau sebelum pengalian 10% dari realisasi penerimaan PBB-P2 

untuk pusat, 16.2% untuk provinsi, 64.8% untuk kabupaten/kota, dan 

9% untuk biaya pemungutan. Kalau sekarang semua penerimaan 

masuk ke daerah (kabupaten/kota) lalu kita menentukan biaya 

pemungutan hanya 5% dari penerimaan PBB-P2 jadi penerimaan 

seharusnya lebih besar sekarang bisa dikatakan lebih efisien 

sekarang.Jadi menambah sumber Pendapatan Asli Daerah. 

Peneliti : Sedangkan jika dilihat dari perbandingan target dan realisasi 

penerimaannya, lebih baik sesudah atau sebelum pengalihan? 

Narasumber : Kita mengharapkan hasil yang maksimal ya, inginnya 100%, tapi ini 

kan kerjasana antara petugas dan masyarakat, kalau petugasnya rajin 

tapi masyarakat belum sadar pentingnya bayar pajak ya sulit juga 

mencapai target. 

Peneliti : Strategi apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan 

PBB-P2? 
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Narasumber : Strategi kita untuk peningkatkan PBB-P2 ya awalnya sosialisasi itu 

kepada petugas Kecamatan/Desa, lalu kita juga sudah memasang baner 

pada setiap desa dan spanduk dipinggiran kota seperti di jembatan 

semanggi dan tempat-tempat ramai, himbauan melalui koran juga, dan  

kita pakai mobil keliling, biasanya warga kan malas karena jauh jadi 

kita datangi. Kalau masalah kecurangan petugas pemungut kita 

sewaktu-waktu melakukan cross-check data langsung terjun ke daerah-

daerah realisasi penerimaannya kecil, mungkin ada kendala kita kasih 

solusi, kalau ada kecurangan kita tangani 
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Narasumber : Hendra 

Jabatan : Kasie Penagihan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

Tanggal : 27 Mei 2016 

Waktu  : Pukul 09.15 – 11.00 

Lokasi  : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

   Jalan Jawa Nomor 72 Sumbersari Jember 

 

Peneliti : Sejak kapan PBB-P2 resmi dikelola Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember? 

Narasumber : Kalau gak salah sejak tahun 2013 ya, dari pusat itu diperintahkannya 

tahun 2010 lalu prosesnya kan panjang harus banyak yang 

dipersiapkan, jadi 2013 baru bisa melakukan pemungutan lewat Dinas 

ini. 

Peneliti : Apakah ada dasar hokum pengalihan pengelolaan PBB-P2? 

Narasumber : Jelas harus ada, biar gak jadi pungutan liar. Perda Tentang Pajak 

Daerah Nomor 3 tahun 2011 dan Perda tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Kabupaten Jember 

Peneliti : Selain Perda apakah ada peraturan lain mengenai PBB-P2? 

Narasumber : Iya ada, kan Perda itu dari pusat diharuskan, setelah menetapkan 

Perda harus ada peraturan tentang beberapa hal yang belum 

dicantumkan di Perda seperti sanksi administrasi atau lainnya, jadi 

diterbitkan juga Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2012 tentang Tata 

Cara Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Jember 

Peneliti : Selain persiapan hukum apa saja yang harus disiapkan? 
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Narasumber : Ya banyak ya ada seperti fasilitas, pembiayaan, karyawan untuk 

bagian PBB 

Peneliti : Untuk karyawan atau SDM bagaimana perekrutannya? 

Narasumber : Rekrut karyawan kita belum dari luar ya, kita manfaatkan karyawan 

Dinas dulu, menentukan SDM ini gak gampang, karena butuh banyak 

tenaga karena objek pajak tiap daerah jumlahnya banyak, harus ada 

tenaga fungsional seperti tenaga penilai, pengawas, dan operator. 

Selain jumlah yang banyak gak semua karyawan bisa ditunjuk jadi 

perlu mengutus karyawan yang memiliki keahlian khusus. Sekarang 

kita ada 37 karyawan khusus menangani PBB 

Peneliti : Untuk sarana dan prasarana, Dinas apakah sudah menyiapkan 

seluruhnya? 

Narasumber : Ada sarana TI seperti CPU, printer, plotter, komputer dan laptop, 

instalasi, serta hard dan soft system pelayanan elektronik. Sebisa 

mungkin kita gunakan sarana prasarana yang sudah ada jadi gak 

pemborosan 

Peneliti : Apakah pengalihan pengelolaan PBB-P2 memerlukan kerjasama 

dengan pihak lain? 

Narasumber : Kerjasama pasti ya dilakukan karena kita gak bisa jalan sendiri, KPP 

Pratama Jember itu selalu mendampingi biar lancer dari proses 

pengelolaan sampai pemungutan, karena awalnya yang mengelola kan 

KPP jadi KPP banyak pengalaman, itu di share ke kita. Selain itu kita 

kerja sama dengan tempat pembayaran, kita memilih Bank Jatim, kita 

sudah melakukan kerjasama dengan bank Jatim. Bisa di bank Jatim 

pusat atau cabang, di Dinas ini juga ada cabang bank Jatim itu didepan 
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gedung pengelolaan PBB, jadi uang bukan kita yang terima, itu pihak 

bank yang terima 

Peneliti : Untuk sosialisasi PBB-P2 bagimana? 

Narasumber : Kita sosialisasi ya secara langsung ke masyarakat, atau kita 

sosialisasi ke orang-orang kelurahan nanti mereka yang sosialisasi ke 

masyarakat. Selain sosialisasi langsung kita juga pasang banner 

hampir disetiap kecamatan justru hampir setiap desa kita usahakan ada 

Peneliti : Sejauh ini apakah ada hal yang menghambat atau justru 

mendorong kesuksesan pemungutan PBB-P2 setelah menjadi pajak 

daerah? 

Narasumber : Kalau faktor pendukung ya adanya pembiayaan yang mendukung, 

jadi semua harus benar-benar diperhitungkan karena pembiayaannya 

gak sedikit,untuk pembiayaan ini Alhamdulillahterpenuhi, jadi gak 

menghambat kinerja kita. Iya gak semua jalan dengan mudah ya, jadi 

pasti ada penghambatnya, seperti kurangnya kesadaran dari 

masyarakat itu sendiri, kurangnya SDM yang berkompetensi untuk 

menangani PBB ini, kecurangan aparat kelurahan yang pakai uang 

masyarakat, banyak masalahnya yang lain. 

Peneliti : Apakah ada perbedaan ketentuan BOP PBB-P2 sebelum dan 

sesudah menjadi pajak daerah? 

Narasumber : Kalau dulu ketentuan pusat 9% kalau sekarang hanya 5%, setiap 

daerah itu berbeda-berbda tergantung kebijakan daerahnya. 

Peneliti : Apakah dasar penetuan target dan realisasi BOP PBB-P2? 
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Narasumber : Ya seperti tadi, kita tetapkan 5%, jadi kalau buat target BOP ya 5% 

dari target penerimaan PBB, realisasinya juga beda nanti karena pasrti 

kan realisasi penerimaan PBB nya beda, kita cairkan sesuai dengan 5% 

dari realisasi penerimaan yang sudah dilakukan. 

Peneliti : Jadi lebih baik sekarang atau sebelumnya? 

Narasumber : Kalau dilihat dari BOP jelas lebih baik sekarang, soalnya sebelum 

menjadi pajak daerah (PBB-P2) target biaya operasional pemungutan 

(BOP) ditargetkan 9% dari target penerimaan. Kalau sekarang beda, 

sekarang target BOP  5% dari target penerimaan, dan itupun untuk 

merealisasikannya tidak langsung 5% tetapi sesuai dengan persentase 

penerimaan PBB-P2 nya. 

Peneliti :Jika dilihat berdasarkan perbandingan biaya dan penerimaan lebih 

efektif sekarang atau sebelum pengalihan PBB-P2? 

Narasumber : Lebih efisien sekarang, dilihat dari BOP hanya 5% kalau dulu 9% 

lalu dari penerimaan dulu kita hanya menerima sekitar 64.8% kalau 

sekarang sudah 100%.” 

Peneliti : Strategi khusus apa yang dilakukan Dinas Pendapatan agar 

dengan BOP lebih rendah dari sebelumnya ini dapat meningkatkan 

penerimaannya? 

Narasumber : Strategi kita biar tercapai maksimal ya dengan memberikan BOP 

kepada Kecamatan secara bertahap gak langsung 5% dari penerimaan 

itu. Jadi kalau bulan tertentu bisa merealisasikan penerimaan 

Kecamatannya 100% kita kasih 5%, kalau penerimaannya 10 - 25% 

penerimaannya ya kita kasih 1.25%, kalau 26 – 50% kita kasih 

2.5%.Intinya bertahap, selain itu kita beri reward juga untuk 

Kecamatan yang pada bulan tertentu sudah lunas.Jadi setiap 
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Kecamatan berlomba-lomba segera melunasi PBB-P2, semakin besar 

realisasinya semakin besar BOP yang diterima.” 

Peneliti : apakah penerimaan PBB-P2 setiap tahun meningkat? 

Narasumber : Kalau total penerimaannya PBB-P2 dari tahun ke tahun meningkat, 

hanya di tahun 2015 saja mengalami penurunan. Kalau kita 

mengharapkannya ya hasil maksimal, tapi banyak hal lain yang 

membuat jadi belum tercapai, misalnya kurangnya kesadaran 

masyarakat sendiri membayar PBB atau petugas yang curang memakai 

uang yang sudah masyarakat bayar. Kalau dibanding dari sebelum 

kami yang kelola pasti ada peningkatan karena kita melakukan banyak 

cara agar masyarakat mau bayar PBB 

Peneliti : Apakah strategi yang dilakukan agar mencapai target 

penerimaan? 

Narasumber : Kita sudah banyak memasang baner dan spanduk, hampir setiap desa 

kita pasang biar masyakat baca jadi tau kalau PBB ini penting, selain 

itu ya kita juga terjun ke masyarakat pakai mobil keliling soalnya 

kadang orang mikir jauh bayar di Dispenda ke Bank juga jauh, jadi 

kita rutinlah keliling. 
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LAMPIRAN 8. Surat Penelitian 
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